WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR Z2STAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI USULAN PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
SUNGAI ANDAI

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47
ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79
Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum
Daerah, perlu menetapkan Tim Penilai Usulan
Penerapan, Peningkatan, Penurunan dari
Pencabutan Status Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana
Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Sungai Andai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim
Penilai Usulan Penerapan Badan Layanan Umum
Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan
Masyarakat. Sungai Andai;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang — Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
I di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang —
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);



Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Tahun 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6845);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4502) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1213);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun
2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1335);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

10.

11.

10.

11.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 40) Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7
Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 66);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun
2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

Pembentukan Tim Penilai Usulan Penerapan
Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana
Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Sungai Andai
dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota
ini.

Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum

KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mempersiapkan sarana dan prasarana untuk
melakukan penelitian dan penilaian atas
usulan penerapan, peningkatan, penurunan
dan pencabutan status Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
Pusat Kesehatan Masyarakat;

b. melakukan peneliian dan penilaian atas
usulan penerapan, peningkatan, penurunan,
dan pencabutan status Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
(PPK-BLUD) Pusat Kesehatan Masyarakat; dan



c. mengeluarkan rekomendasi atas  hasil
penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk
mengeluarkan Keputusan Wali Kota tentang
Penerapan atau Penolakan Penerapan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah  (PPK-BLUD) Pusat Kesehatan
Masyarakat.

KETIGA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil
pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota.

KEEMPAT - Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan
Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2023.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 19 liei 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,
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IBNU SINA

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin;

2. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Seketariat
Daerah Kota Banjarmasin;

Inspektur Inspektorat Kota Banjarmasin;

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kota Banjarmasin;

Kepala Badan Pengelolaan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin;
Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin;

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin;

Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 289 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI USULAN
PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT SUNGAI ANDAI

Susunan Keanggotaan Tim Penilai Usulan Penerapan Badan Layanan Umum
Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Sungai Andai

No Jabatan Dinas/Instansi Kedudukan
dalam Tim

1 | Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ketua

5 Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Wakil Ketua
Rakyat Seketariat Daerah Kota Banjarmasin

3 | Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Sekretaris

4 | Inspektorat Kota Banjarmasin Anggota

5 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian | Anggota
dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin

6 Kepala Badan Pengelolaan, Pendapatan dan Aset Anggota
Daerah Kota Banjarmasin

- Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Anggota
Banjarmasin

8 Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Anggota

Banjarmasin

WALI KOTA BANJARMASIN,
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IBNU SINA




